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PENETAPAN
Nomor : 133/Pdt.P/2021/PN Mpw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Mempawah ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 27 Juli 2021,
Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Mpw tentang Penunjukan Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara permohonan :

BONG SUI CUI, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Sungai Bakau Kecil,
Tanggal 06 Desember 1979, Agama Budha,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gang
Karya Tama Rt.007/Rw.006 Kelurahan
Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh
Kabupaten Mempawah, disebut
sebagai......cccccceeiiiiiiiiiiiiiieeee, PEMOHON,;

2. Penetapan Hakim tersebut diatas tertanggal 27 Juli 2021, Nomor
133/Pdt.P/2021/PN Mpw, tentang penetapan hari sidang pertama ;

3. Surat Permohonan tertanggal 26 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 27 Juli 2021 dibawah
register perkara Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Mpw;

4. Berita Acara Sidang pada tanggal 4 Agustus 2021 dan 12 Agustus 2021
dibawah register perkara Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Mpw;

5. Surat Permohonan tertanggal 12 Agustus 2021 tentang Pencabutan
Permohonan perkara Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Mpw ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan dari Pemohon
tertanggal, 12 Agustus 2021 yang pada pokoknya pemohon ingin mencabut
permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan surat permohonan oleh Pemohon
diajukan sebelum perkara tersebut memasuki proses pemeriksaan pemohon
maka permohonan pencabutan oleh Pemohon cukup beralasan untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan dicabut, maka
pemeriksaan perkara Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Mpw oleh Hakim dihentikan ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271, 272 RV, serta ketentuan hukum

lain yang bersangkutan;
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan pencabutan pemohon dengan Nomor
133/Pdt.P/2021/PN Mpw dari Pemohon;
- Menyatakan bahwa perkara Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Mpw di cabut;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk

mencoret perkara tersebut dalam Register yang sedang berjalan;
- Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada
hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Laura Theresia Situmorang
penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanny Puspasari, SH.,MH.

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, dan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti, Hakim,

HANNY PUSPASARI, S.H.,M.H. LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Biaya Administrasi Proses Perkara : Rp 50.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Panggilan : E-Court

- Materai : Rp 10.000,00

- Biaya PNBP Akta Panggilan : Rp 10.000,00 +
Jumlah : Rp 110.000,00
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